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ABSTRAK 

 Bank Aceh syariah adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau disebut 

juga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang merupakan salah satu bank yang 

menyediakan pembiayaan kepemilikan rumah (PKR), merupakan fasilitas 

pembiayaan yang diberikan bank Aceh kepada nasabah perorangan untuk 

kepemilikan rumah tinggal berupa rumah tapak (landed house) atau rumah susun 

(apartemen) baru maupun lama untuk dihuni pribadi, dengan agunan rumah tinggal 

tersebut dan jumlah maksimum pembiayaan ditetapkan berdasarkan nilai agunan dan 

kemampuan pengembalian nasabah. Pilihan selanjutnya Pembiayaan Kepemilikan 

Rumah Sejahtera (PKRS) merupakan pembiayaan bersubsidi pemerintah kepada 

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan tujuan kepemilikan rumah yang 

layak huni sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan dengan menggunakan 

akad murābaḥah. Bank mewajibkan mendapatkan jaminan terkait pembiayaan 

kepemilikan rumah berupa surat berharga, barang berharga, harta benda, apabila 

nasabah yang bersangkutan tidak dapat atau terhalang dalam memenuhi pelunasan 

sebagai jaminan pembayaran pelunasan utang. Sebaliknya, pada saat melakukan 

akad, nasabah diberikan fitur pembiayaan pada umumnya berupa asuransi jiwa dan 

kebakaran sebagai upaya menangani risiko. Mengingat Aceh merupakan daerah yang 

masuk dalam wilayah di Indonesia yang rawan gempa bumi. Seharusnya bank Aceh 

syariah juga memberikan prioritas fitur asuransi kerusakan akibat bencana lainnya 

seperti gempa bumi (force majeure), karena hal tersebut dianggap sesuatu yang 

urgen di Aceh. Berbeda dengan bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang juga beroperasi di daerah Aceh yang menerapkan asuransi terhadap 

kerusakan rumah, akibat bencana apa saja yang bukan karena kesengajaan atau 

kelalaian nasabah, apabila tingkat kerusakan 75% rumah akan dibangun kembali, 

tanpa harus melakukan rescheduling (pembuatan jadwal kembali), reconditioning 

(pembuatan persyaratan kembali), restructuring (pembuatan penataan kembali) atau 

liquidation (likuidasi barang jaminan). Yang menjadi pokok masalah yaitu, Mengapa 

bank Aceh syariah tidak memberikan asuransi pembiayaan kepemilikan rumah akibat 

force majeure, hanya memberikan opsi menanggung asuransi jiwa dan kebakaran. 

Selanjutnya, bagaimana urgensi asuransi pembiayaan kepemilikan rumah menurut 

hukum Islam. Untuk menjawab problematika tersebut, maka dilakukan penelitian. 

 Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. 

Dalam pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Aceh syariah hanya 

memberikan asuransi jiwa dan kebakaran yang mana bebannya ditanggung oleh 

bank, hal tersebut sudah menjadi ketentuan bank Aceh syariah. Apabila ingin opsi 

asuransi terkait gempa bumi atau bencana lainnya (force majeure) nasabah dapat 

menambahkan secara mandiri dengan menambahkan juga jumlah nominal sesuai 

kesepakatan dengan perusahaan asuransi, yang akan dibantu pihak bank. Mengingat 
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bank Aceh syariah merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) yang modalnya berbeda dengan bank Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang cakupannya dapat memfasilitasi banyak opsi-opsi yang 

ditawarkan. Pada muamalah Islam, jaminan dan asuransi dibolehkan untuk 

menghindari risiko, yang dikaji dalam pembahasan saddu aż-żari͞ ʽah (sesuatu yang 

merupakan media dan jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan 

hukum syara’, baik yang haram maupun halal, yang terlarang atau yang dibenarkan, 

dan yang menuju kemaksiatan atau ketaatan) dan al-dhāmān atau al-kāfalah 

(jaminan), bentuk ini merupakan sarana yang paling luas bagi lembaga keuangan 

khususnya bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan ganti 

rugi atau pertanggungan risiko. Begitu juga sebaliknya, bank berhak mendapatkan 

jaminan dari nasabah. Sehingga al-dhāmān atau al-kāfalah bisa menjadi hak dari 

masing-masing pihak bank atau nasabah, mengingat kembali arti al-dhāmān atau al-

kāfalah adalah jaminan. 

Kata Kunci: Asuransi, Pembiayaan Kepemilikan Rumah, Force Majeure 
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ABSTRACT 

         Bank Aceh Syariah is a Regional Development Bank  or also called 

Regional Owned Enterprises, which is one of the banks that provides home 

ownership financing, is a financing facility provided by Aceh Bank to individual 

customers for residential home ownership in the form oforlanded houseflat 

(apartment) new or old for private occupancy, with residential housing as collateral 

and the maximum amount of financing is determined based on the value of the 

collateral and the customer's ability to repay. The next option is the Prosperous 

Home Ownership Financing which is a government subsidized financing for Low-

Income Communities with the aim of owning a livable house in accordance with the 

provisions that have been set by using a murābaḥah. Banks are required to obtain 

guarantees related to home ownership financing in the form of securities, valuables, 

assets, if the customer concerned is unable or hindered in fulfilling repayments as a 

guarantee for paying off debts. On the other hand, when entering into a contract, 

customers are provided with financing features, generally in the form of life and fire 

insurance as an effort to manage risk. Considering that Aceh is an area in Indonesia 

that is prone to earthquakes. The Aceh sharia bank should also give priority to other 

disaster damage insurance features such as an earthquake (force majeure), because 

this is considered something urgent in Aceh. In contrast to sharia banks owned by 

State-Owned Enterprises which also operate in the Aceh area, which apply insurance 

against house damage, due to any disaster that is not due to intentional or negligence 

of the customer, if the level of damage is 75% the house will be rebuilt, without 

having to do anything. rescheduling, reconditioning, restructuring or liquidation of 

collateral. The main problem is, why does the Aceh sharia bank not provide 

insurance for financing home ownership due to force majeure, only providing the 

option to cover life and fire insurance. Furthermore, how is the urgency of home 

ownership financing insurance according to Islamic law. To answer this problem, a 

research was conducted. 

         This type of research is field research with a qualitative approach, while 

the data analysis method used is descriptive analysis. In collecting data, the compiler 

used the methods of observation, interviews, and documentation. 

         The results of the study show that Aceh sharia banks only provide life and 

fire insurance where the burden is borne by the bank, this has become a provision of 

Aceh sharia bank. If you want related insurance options earthquake or other disaster 

(force majeure) customers can add independently by adding the nominal amount 

according to the agreement with the insurance company, which will be assisted by 

the bank. Considering that Aceh sharia banks are Regional Development Banks or 

Regional Owned Enterprises (BUMD) whose capital is different from State-Owned 

Enterprises banks whose scope can facilitate the many options offered. In Islamic 

muamalah, guarantees and insurance are allowed to avoid risks, which are examined 

in the discussion of saddu aż-żari͞ ʽah (something that is a medium and a way to arrive 

at something related to syara' law, both haram and halal, forbidden or justified, and 
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which leads to disobedience or obedience) and al-dhāmān or al-kāfalah (guarantee), 

this form is the most extensive means for financial institutions, especially banks to 

provide guarantees to their customers with compensation or risk coverage. Vice 

versa, the bank has the right to get a guarantee from the customer. So that al-dhāmān 

or al-kāfalah can be the right of each bank or customer, recalling the meaning of al-

dhāmān or al-kāfalah is guarantee. 

Keywords: Insurance, Home Ownership Financing, Force Majeure 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan 

tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 

0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba’ B Be ب

 Ta’ T Te ت

 Śa’ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa’ Ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha’ Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Zal Ż ze (dengan titik di atas) ذ

 Ra’ R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Şad Ş es (dengan titik di bawah) ص

 Ḍad Ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 Ṭa’ Ṭ te (dengan titik dibawah) ط



 

 

x 

 

 Ẓa’ Ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 Ain ‘ Koma terbaik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa’ F Ef ف

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L ‘el ل

 Mim M ‘em م

 Nun N ‘en ن

 Waw W W و

 Ha’ H Ha ه

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya’ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

 ditulis Sunnah سنة

 ditulis ‘illah علة

 

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā’idah المائدة

 ditulis Islāmiyyah اسلا مية

 

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa 

Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).  

 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ditulis Muqāranah al-Maẓāhib  مقارنة المذاهب
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IV. Vokal Pendek 

1. ----  َ----  fatḥah Ditulis A 

2. ----  َ----  kasrah Ditulis I 

3. ----  َ----  ḍammah Ditulis U 

 

V. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 استحان
ditulis 

ditulis 

ā 

Istiḥsān 

2. Fathah + ya’ mati 

ىأنث  

ditulis 

ditulis 

ā 

Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 العلواني
ditulis 

ditulis 

Ī 

al-‘Ālwānī 

4. Ḍammah + wāwu 

mati 

 علوم

ditulis 

ditulis 

ȗ 

‘Ulȗm 

 

VI. Vokal Rangkap 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 غيرهم
ditulis 

ditulis 

ai 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 قول
ditulis 

ditulis 

au 

Qaul 

 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a’antum أأنتم

 ditulis u’iddat أعدت

 ditulis la’in syakartum لإن شكرتم

 

VIII. Kata Sandang Alif + Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
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 ditulis al-Qur’ān القرآن

 ditulis al-Qiyās القياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis ar-Risālah الرسالة

 ’ditulis an-Nisā النساء

 

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 Ditulis Ahl ar-Ra’yi أهل الرأي

 Ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Fakta menunjukkan bahwa kegiatan keuangan masyarakat di setiap Negara tidak 

terlepas dari peranan bank atau lembaga keuangan. Lembaga tersebut yang menjadi 

perantara terhadap finansial masyarakat, dimana orang yang membutuhkan pinjaman 

serta pihak yang memberikan pembiayaan atau pinjaman bertemu atau bertransaksi. 

Disamping sebagai perantara, lembaga keuangan juga memiliki peran besar dalam 

menjaga keseimbangan penyebaran uang dan perekonomian Negara.1 

 Indonesia mendirikan perbankan syariah pertama kali pada tahun 1992.2 

semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia menjadikan produk-produk 

yang ada di perbankan syariah juga ikut berkembang pesat. Tidak hanya 

mempertahankan bentuk akad yang sudah ada sejak zaman dulu, perbankan syariah 

juga mengembangkan berbagai macam model bentuk akad baru. Berbagai model 

bentuk akad baru tersebut selain sebagai upaya untuk mengembangkan perbankan 

syariah juga sebagai bentuk penyesuaian perbankan syariah terhadap kemajuan 

perkembangan zaman dan menangkap peluang kebutuhan pasar. 

 Bank syariah memiliki fungsi menerima simpanan, dan

                                                   
 1 Abdul Ghofur Anshori, Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan 

Institusional, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 195. 

 2 Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2004), hlm. 25. 
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menyalurkannya. Bank syariah juga menjadi tempat untuk meminjam uang 

(angsuran) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Hubungan antara bank 

syariah dengan nasabah lebih bersifat partner, sehingga bank syariah dapat bertindak 

sebagai pembeli dan penjual. Produk yang ditawarkan bank syariah sangat bervariasi 

dengan prinsip saling menguntungkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip 

keadilan. 

 Salah satu jenis kebutuhan nasabah adalah penguasaan terhadap manfaat 

atas barang/properti.3 Kebutuhan terhadap tempat tinggal merupakan salah satu 

kebutuhan primer yang diinginkan setiap nasabah meskipun dalam bentuk sederhana. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 poin a menjelaskan:  

Menimbang bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, 

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, 

yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang mempunyai peran yang 

sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa sebagai 

salah satu upaya membangun manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, 

mandiri, dan produktif.4 

 Disamping itu alasan memiliki rumah bukan saja sebagai tempat tinggal, 

melainkan bisa dijadikan sebagai aset investasi, karena harga rumah cenderung 

meningkat setiap tahunnya seiring dengan permintaan masyarakat yang semakin 

lama semakin bertambah, harga yang semakin tinggi mempengaruhi jarang yang 

mampu membeli rumah secara tunai. Peluang tersebut dimanfaatkan perbankan 

                                                   
 3 Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama Dan Cendikia (Jakarta: 

Tazkia Intitute, 1999), hlm. 155. 

 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman 



3 

 

 

 

untuk menawarkan produk konsumtif berupa Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 

 Jika pada perbankan konvensional dikenal dengan kata kredit sedangkan 

pada perbankan syariah dikenal dengan kata pembiayaan, perbedaannya terletak pada 

akad, tujuan, maupun substansinya. Pembiayaan terikat pada prinsip-prinsip syariah 

dengan memilih dan memilah objek serta tujuan penggunaan dananya. Setiap 

nasabah yang mengajukan pembiayaan di bank syariah mempunyai tujuan 

penggunaan yang berbeda. Perbedaan penggunaan dana tersebut akan memunculkan 

akad yang berbeda. Sehingga dalam perbankan syariah berbagai macam akad sesuai 

tujuan penggunaannya. Hal tersebut berbeda dengan kredit, apapun tujuan 

penggunaan dananya maka akadnya hanya satu yaitu akad kredit.5  

 Akad dalam pelaksanaan pengadaan kredit pemilikan rumah tersebut 

terdiri dari akad murābaḥah (jual beli), musyārakah mutanāqiṣah (kerja sama sewa), 

ijārah muntahiya bi at-tamlīk (sewa beli) dan istiṣnāʻ (pesan membangun). Namun 

pada umumnya akad yang paling sering digunakan hanya dua jenis akad yaitu 

murābaḥah dan musyārakah mutanāqiṣah. Diantara kedua akad tersebut lebih 

mengerucut lagi akad yang paling populer yang digunakan adalah akad murābaḥah.  

 Pada muamalah Islam, dimana transaksi angsuran pada praktiknya terdapat 

keuntungan bunga di dalamnya dilarang, solusinya adalah akad murabahah, yang 

menerapkan transaksi dengan adanya tambahan atau keuntungan harga sebagai 

                                                   
 5 Edi Susilo, Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2017), hlm. 110. 
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margin dan menjadi kesepakatan dimasukkan ke dalam harganya.6 Akad murabahah 

lazim digunakan pada lembaga bank, masyarakat banyak memilih pembiayaan 

murabahah karena dapat membiayai kebutuhan konsumtif seperti kepemilikan 

rumah, toko, kantor, kendaraan, mesin, dan lainnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa 

Keuangan, penyaluran pembiayaan perbankan syariah mencapai Rp421,86 triliun 

pada 2021. Dari jumlah itu, akad murabahah menjadi yang paling banyak digunakan 

pada tahun tersebut, kontrak pembiayaan menggunakan akad murabahah tercatat 

memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan akad lain pada pembiayaan di 

perbankan syariah persentasenya kurang lebih 60%.7 

 Pada hukum perjanjian syariah berlaku ketentuan yang apabila telah 

melakukan akad atau kesepakatan, maka para pihak memiliki kewajiban yang harus 

dilaksanakan, dikarenakan kewajiban tersebut adalah hak pihak lainnya.8 Pada 

praktiknya saat mengajukan KPR demi mencapai tujuan bersama dilakukan upaya 

untuk menghadapi kemungkinan risiko-risiko yang terjadi di kemudian hari sebagai 

upaya meminimalisir dan pertanggungjawaban kedua pihak. Salah satu syarat-syarat 

yang harus dipenuhi nasabah yaitu jaminan (al-dhāmān), nasabah memberikan 

jaminan kepada bank berupa surat berharga, barang berharga, harta benda, bahkan 

                                                   
 6 Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, Islamic Law and Finance: Religion, Risk, and 

Return, (The Hague: Kluwer Law International, 2007), hlm. 222. 

 7 Mulya E. Siregar dan Ahmad Buchori, Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, 

(Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016), hlm. 2. 

 8 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 

hlm. 71. 
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pengganti atau keturunan apabila nasabah yang bersangkutan tidak bisa atau 

terhalang dalam memenuhi pelunasan sebagai jaminan pembayaran pelunasan utang. 

Begitu juga sebaliknya, nasabah berhak mendapatkan jaminan dari bank yang telah 

bekerja sama dengan pihak asuransi, nasabah juga berhak mendapatkan hak asuransi 

sebagai upaya menyelamatkan objek pembiayaan KPR. Sehingga jaminan (al-

dhāmān) bisa menjadi hak dari masing-masing pihak bank atau nasabah. 

 Dalam menyediakan jasa pembiayaan KPR salah satu lembaga keuangan 

syariah yang sudah cukup lama menerapkan pembiayaan kredit pemilikan rumah 

adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bank Aceh syariah hadir sebagai solusi 

membantu kebutuhan nasabah dan juga merupakan sebagai Bank Pembangunan 

Daerah (BPD) yang masih bertahan dengan prinsip syariah, setelah dikonversi pada 

tanggal 19 September 2016 secara serentak pada seluruh jaringan kantor bank Aceh, 

sejak tanggal tersebut bank Aceh telah dapat melayani seluruh nasabah dan 

masyarakat dengan sistem syariah murni mengutip ketentuan Peraturan Bank 

Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009.9 Terdapat perbedaan penamaan pembiayaan pada 

bank Aceh terkait pengadaan pembiayaan rumah, yaitu dijelaskan sebagai pembeda, 

dimana jika Kredit Pemilikan Rumah disingkat KPR  diterapkan oleh bank 

konvensional, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR)  khusus disematkan pada 

                                                   
 9 “Otoritas Jasa Keuangan,” https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-

bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-15-pbi-2009.aspx, akses 20 April 2022. 
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bank Aceh.10 

 Berdasarkan ditemukannya permasalahan dalam menjalani akad 

pembiayaan kepemilikan rumah di bank Aceh syariah, terutama pada asuransi 

pertanggungjawaban risiko terhadap kerusakan objek rumah  pada penerapan akad, 

dengan hal tersebut memunculkan konflik dan mempertanyakan bagaimana 

kepastian hukumnya, Apabila terjadinya kerusakan ringan terhadap rumah tersebut 

tentunya nasabah bertanggungjawab, karena merupakan pemeliharaan terhadap objek 

yang di sewa. Namun apabila terjadinya kerusakan yang bukan disebabkan oleh 

nasabah, seperti bencana alam gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin topan dan 

lainnya (force majeure). Force majeure merupakan suatu kondisi memaksa atau 

keadaan darurat, dijelaskan secara umum ialah suatu kondisi salah seorang atau 

pihak yang berakad pada kontrak perjanjian pembiayaan tidak sanggup 

menyelesaikan semua maupun sebagian tanggungjawabnya sebagaimana tertuang 

pada apa yang telah diperjanjikan, penyebabnya karena muncul suatu fenomena atau 

keadaan yang bukan disebabkan oleh salah satu pihak atau tidak disengaja, tidak 

terduga, dan di luar kendali saat menjalankan perikatan, dimana para pihak yang 

berakad belum mampu menyelesaikan kewajibannya tidak bisa dituntut atau 

disalahkan bahkan tidak wajib menanggung risiko sepenuhnya.11 Yang menyebabkan 

                                                   
 10 Wawancara dengan Bapak M, Karyawan Bank Aceh Syariah Kantor Pusat, Batoh, 

Banda Aceh, tanggal 10 Januari 2022 

 11 Rahmat S.S Soemadipradja, Penjelasan Hukum Tentang Keadilan Memaksa, (Jakarta: 

Nasional Legal Reform Program, 2010), hlm. 7. 
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kerusakan sedang dan kerusakan berat, pihak manakah yang bertanggung jawab, 

karena pada bank Aceh syariah hanya menerapkan asuransi jiwa dan kebakaran.  

Apabila telah terjadinya permasalahan tersebut juga memungkinkan memunculkan 

masalah lain seperti penyelesaian angsuran, kredit macet, wanprestasi dan lainnya. 

Berbeda dengan bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga 

beroperasi di daerah Aceh yang menerapkan asuransi terhadap kerusakan rumah 

akibat musibah apa saja yang bukan karena kesengajaan atau kelalaian nasabah, 

apabila tingkat kerusakan 75% rumah akan dibangun kembali.12 

 Mengingat  Aceh merupakan daerah yang masuk dalam wilayah di 

Indonesia yang rawan gempa bumi menurut Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi 

Bencana Geologi (DVMG) . beserta keterangan menurut Badan Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) membandingkan tahun 2021 dari bulan Januari-

Juni teranalisa sebanyak 505 kejadian gempa bumi terjadi di Aceh, dan pada tahun 

2022 dari bulan Januari-September mencatat 849 gempa bumi mengguncang Aceh 

dan 28 diantaranya dapat dirasakan oleh masyarakat dengan magnitude yang 

bervariasi.13 

 Menjadi fokus pada penelitian ini yaitu bagaimana jika terjadi bencana 

alam khususnya gempa bumi dan lainnya seperti banjir, longsor, angin topan. 

                                                   
 12 Wawancara dengan Ibu (UH), Nasabah Bank Syariah BUMN, Blang Bintang, Aceh 

Besar, tanggal 25 Januari 2022 

 13 Agus Setyadi, “Paruh Pertama 2022, Gempa Guncang Aceh,” 

http://repogempa.bmkg.go.id/repo_new/, akses 30 September 2022. 
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Mengapa bank Aceh syariah hanya memberikan opsi yang hanya menanggung 

asuransi jiwa dan asuransi kebakaran? Untuk menjawab problematika tersebut, maka 

dilakukan penelitian terhadap “Asuransi Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah 

Akibat Force Majeure (Studi Pada Bank Aceh Syariah)”. Bertujuan mengetahui 

apakah bank tersebut sudah menerapkan mekanisme asuransi yang benar dan apa 

saja permasalahan yang dialami oleh pihak bank ataupun nasabah terkait asuransi 

akibat force majeure. 

B. Rumusan Masalah 

1. Mengapa bank Aceh syariah tidak memberikan asuransi pembiayaan 

kepemilikan rumah akibat force majeure? 

2.  Bagaimana urgensi asuransi pembiayaan kepemilikan rumah menurut hukum 

Islam? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari, mengetahui dan 

 menganalisis permasalahan yang telah diidentifikasikan di atas yaitu: 

a. Untuk mengetahui mengapa bank Aceh syariah tidak memberikan asuransi 

pembiayaan kepemilikan rumah akibat force majeure. 

b. Untuk mengetahui bagaimana urgensi asuransi pembiayaan kepemilikan 

rumah menurut hukum Islam. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
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a. Kegunaan secara teoritis

Untuk peneliti, penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman 

tentang asuransi pembiayaan kepemilikan rumah secara umum dan situasi 

force majeure secara khusus, terutama mengenai praktik mekanismenya 

di perbankan syariah. Untuk akademis, penelitian ini dapat digunakan 

sebagai bahan pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu, sesuai 

kenyataan pada masyarakat Islam khususnya berkaitan tentang praktik 

akad pembiayaan kepemilikan rumah, Penelitian ini diharapkan bisa 

memberikan manfaat dan acuan data awal untuk mendapatkan data-data 

lainnya yang lebih komprehensif di dalam penelitian masalah yang sama 

atau penelitian yang bersinggungan dengan pokok-pokok bahasan yang 

terdapat dalam penelitian ini. Beserta penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi referensi bagi perbankan untuk meminimalisir risiko dan 

kerugian masing-masing pihak yang berakad. 

b. Kegunaan secara praktis

Bagi nasabah, pelaku usaha, dan masyarakat secara umum, penelitian ini 

semoga bisa menambah wawasan pengetahuan terkait asuransi, 

pembiayaan kepemilkan rumah dan risiko, sehingga lebih teliti 

memperhatikan dalam berakad. Dengan demikian juga sebagai bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan pembiayaan kepemilikan rumah 

dengan berbagai pilihan akad-akad syariah pada perbankan syariah. 
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Telaah pustaka bertujuan menelusuri hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian dengan objek dan rumusan 

masalah yang sama dengan penelitian yang diteliti, berikut beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan acuan perbandingan penulis, antara lain: 

Muhajirin, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure 

Pada Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta)”. 

Permasalahan penelitian, bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat 

force majeure di lembaga BMT BIF Yogyakarta dan bagaimana tinjauan normatif 

dan yuridis penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat force majeure di lembaga 

BMT BIF Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan melakukan wawancara, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, teori 

berdasarkan literatur-literatur kepustakaan berupa peraturan Perundang-undangan, 

pendekatan yang digunakan yaitu normatif yuridis. Hasil penelitian ini adalah 

penyelesaian force majeure diselesaikan dengan cara rescheduling dan 

reconditioning. Dalam hukum islam keadaan nasabah BMT BIF digolongkan pada 

keadaan memberatkan, keadaan memberatkan tidak membuat akad terputus, tetapi 

diubah atau ditangguhkan. Penyelesaian ini sudah memenuhi aspek keadilan hukum 

dan kemanfaatan hukum, akan tetapi belum memenuhi aspek kepastian hukum 

dikarenakan klausul force majeure belum dicantumkan dalam akad-akad pembiayaan 

BMT BIF. Pola rescheduling dan reconditioning adalah pola yang sesuai dengan 

Peraturan Bank Indonesia No 13/9/PBI/2011 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan 

D. Telaah Pustaka 
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Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.14 

 Fariz Al Hasni, “Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank 

Syariah”. Permasalahan penelitian, bagaimana konsep force majeure dalam kontrak 

pembiayaan bank syariah dan apa perbedaan antara force majeure dalam hukum 

perdata positif dan hukum perjanjian syariah. Penelitian ini merupakan penelitian 

hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan, bersifat normatif 

deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan force majeure dalam 

kontrak pembiayaan bank syariah lebih lebih diarahkan pada aturan KUHP dan 

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres 

Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah sehingga, 

konsep force majeure terkait dengan makna, kewajiban pembuktian, penyelesaian 

sengketa serta upaya penanganan force majeure  dalam kontrak pembiayaan bank 

syariah menjadi beragam, dan mengakibatkan kurangnya kepercayaan nasabah atas 

penerapan prinsip syariah. Untuk itu, aturan fisik mengenai force majeure sangat 

dibutuhkan oleh para pihak dalam menyusun kontrak/akad, agar memiliki kepastian 

hukum yang jelas. Adapun perbedaan mendasar antara force majeure dalam hukum 

perdata positif mengkhususkan penjelasannya pada kontrak/perjanjian, sedangkan 

hukum perjanjian syariah melihat pada semua aspek kehidupan manusia yang 

                                                   
 14 Muhajirin, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akibat Force Majeure Pada 

Lembaga BMT (Studi Kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta),” Tesis Magister Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2018), hlm. 2. 
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membahayakan jiwa, akal, kehormatan/keturunan dan harta (bersifat umum).15 

 Umdah Aulia Rohman, “Klausula Force Majeure Dalam Akad 

Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS)”. Permasalahan 

penelitian, mengetahui dan menganalisis kedudukan force majeure dalam akad 

pembiayaan murabahah dan bagaimana implementasi force majeure dalam akad 

pembiayaan murabahah pada LKS. Penelitian ini jenis studi lapangan menggunakan 

hukum empiris dengan pendekatan literatur terkait, teknik pengumpulan data dengan 

wawancara, dokumen, metode pendekatan yuridis empiris dengan analisis data 

menggunakan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan klausula force 

majeure menjadi alasan untuk tidak membebankan kepada para pihak atas kerugian 

yang timbul akibat peristiwa force majeure yang terjadi, sesuatu yang diperbolehkan 

karena keadaan dharurah, harus diselesaikan menurut batasan ukuran yang 

dibutuhkan tersebut.16 

 Lathifah Hanim, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat 

Force Majeure Karena Gempa di Yogyakarta”. Permasalahan penelitian, bagaimana 

upaya bank dalam penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat force majeure. 

Penelitian ini menggunakan konsep hukum doktrinal dan non doktrinal, 

pendekatannya kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu upaya bank dalam 

                                                   
 15 Fariz Al Hasni, “Force Majeure Dalam Kontrak Pembiayaan Bank Syariah,” Tesis 

Magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 2. 

 16 Umdah Aulia Rohman, “Klausula Force Majeure Dalam Akad Pembiayaan Murabahah 

Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS),” Tesis Universitas Islam Indonesia (2019), hlm. 16. 
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penyelesaian perjanjian kredit bank sebagai akibat force majeure dilakukan dengan 

cara rescheduling (penjadwalan kembali pembayaran), reconditioning (perubahan 

sebagian/keseluruhan syarat dari kredit), restructuring (penataan kembali syarat 

kredit), eksekusi jaminan melalui lelang dan PBI Nomor 8/10/PBI/2006, PBI Nomor 

11/27/PBI/2009.17 

 M Kahfai Rahza, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang Disebabkan 

Force Majeure Pihak Nasabah di PT BPRS Puduarta Insani”. Permasalahan 

penelitian, bagaimana cara pengamanan serta kendala apa saja yang terjadi pada 

pembiayaan murabahah bermasalah akibat force majeure. Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sumber data primer 

dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi. Hasil 

penelitian menunjukkan dalam menanginya terdapat tahapan, yaitu upaya 

penyelamatan dan upaya penyelesaian diantaranya ada surat peringatan, musyawarah 

dan restrukturisasi pembiayaan. kendala lainnya pergantian karyawan Account 

Ofiicer yang sebelumnya harus mempelajari nasabah dari karyawan sebelumnya.18 

 Sudarto, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Debitur 

Force Majeure Menurut Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah”. Permasalaha penelitian, mengenai penanganan 

                                                   
 17 Lathifah Hanim, “Penyelesaian Perjanjian Kredit Bank Sebagai Akibat Force Majeure 

Karena Gempa di Yogyakarta,” Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 3:2 (Agustus 2016), hlm. 161. 

 18 M Kahfai Rahza, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah yang Disebabkan Force 

Majeure Pihak Nasabah di PT BPRS Puduarta Insani,” Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol. 2:1 

(Juli 2022), hlm. 334. 
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pembiayaan murabahah akibat debitur mengalami force majeure. Penelitian ini 

termasuk jenis normatif, data primer dan sekunder, pendekatan yang digunakan dari 

Perundang-undangan, pendekatan konsepetual dan perbandingan. Hasil penelitian 

bahwa terdapat dua penanganan yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian 

bermasalah. Adapun hambatannya dari pihak bank dan faktor eksternal dari nasabah, 

untuk meminimalisir perlu mengoptimalkan manajemen resiko dan prinsip kehati-

hatian.19 

 Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap 

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah”. Permasalahan 

penelitian, mengetahui faktor-faktor dan dampak adanya pembiayaan bermasalah di 

perbankan syariah, selanjutnya mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah 

pada perbankan syariah dan pengaturan serta relevansi hukum ekonomi syariah 

terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah di perbankan syariah. Penelitian ini 

menggunakan metode yuridis normatif (legal research), difokuskan mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa faktor adanya pembiayaan bermasalah berasal 

dari faktor internal (kesalahan manajerial) dan eksternal (kesalahan debitur). 

Mekanisme penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan secara 

alternative dispute resolution dan juga ligitasi (diselesaikan oleh pengadilan). 

                                                   
 19 Sudarto, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Pada Debitur Force Majeure 

Menurut Pasal 55 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,” 

Jurnal Pro Hukum, Vol. 7:1 (Juli 2018), hlm. 1. 
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Sedangkan pengaturan hukum ekonomi syariah terhadap upaya penyelesaian 

pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara tahkim, melalui qadhi atau 

diselesaikan dengan jalan al-ishlah.20 

 Nevia Ariati Br Nasution, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi Islamic Banking (IB) Pada PT. Bank Tabungan 

Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah Pekanbaru”. Permasalahan penelitian, 

bagaimana prosedur pemberian pembiayaan KPR subsidi dan apa saja keunggulan 

KPR IB PT. BTN Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif 

kualitatif dan sumber data penelitian ini dari data primer dan sekunder, metode 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitan ini menunjukkan bahwa nasabah harus melengkapi semua syarat-syarat dan 

KPR dilindungi asuransi jiwa dan kebakaran.21  

 Maya Andriani, “Analisis Manajemen Resiko Dalam Mengatasi 

Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI 

Syariah Cabang Bogor)”. Permasalahan penelitian ini, mengetahui manajemen risiko 

pembiayaan yang dijalankan dan saat terjadinya pembiayaan bermasalah atau 

kemacetan  pelunasan. Jenis penelitian adalah studi lapangan (field research) metode 

                                                   
 20 Vinna Sri Yuniarti, “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah,” Jurnal Perspektif, Vol. 2:2 (Desember 2018), hlm. 

215. 

 21 Nevia Ariati Br Nasution, “Prosedur Pemberian Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR) Subsidi Islamic Banking (IB) Pada PT. Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Cabang Syariah 

Pekanbaru,” Tesis Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2020), hlm. 1. 



16 

 

 

 

yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini 

dalam menyeleksi calon debitur dengan analisis 5C (character, capacity, capital, 

colateral, condition of economi). Mitigasi risiko yang diterapkan dengan pengikatan 

agunan murni yaitu objek KPR itu sendiri, bank tidak melakukan upaya 

penyelamatan seperti skema rescheduling, reconditioning maupun restructuring, 

penyelamatan yang dilakukan adalah dengan langsung menjual atau melelang.22 

 Andrean Zige, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit 

Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus Pada Bank Central Asia Kantor Cabang 

Utama Yogyakarta)”. Permasalahan penelitian, penerapan prinsip kehati-hatian 

dalam perjanjian kredit. Penelitian menggunakan metode hukum normatif. Hasil 

penelitian menemukan masih ada kekurangan klausula yang dituangkan dalam 

perjanjian kredit KPR dan adanya nasabah yang mengajukan gugatan ke pengadilan 

membuat fungsi intemediaty dalam KPR terganggu.23 

 Atina Wulandari, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian 

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) Pada PT. BTN (Persero) Cabang Surakarta”. 

Permasalahan penelitian, mengetahui bagaimana penyelesaian kredit bermasalah 

dalam perjanjian KPR. Penelitian ini  menggunakan jenis empiris dengan pendekatan 

                                                   
 22 Maya Andriani, “Analisis Manajemen Resiko Dalam Mengatasi Pembiayaan 

Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor),” Jurnal 

Al-Infaq, Vol. 6:2 (September 2018), hlm. 217. 

 23 Andrean Zige, “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan 

Rumah (KPR) (Studi Kasus Pada Bank Central Asia Kantor Cabang Utama Yogyakarta),” Tesis 

Universitas Islam Indonesia (2020), hlm. 1. 
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kualitatif, data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data wawancara dan studi 

pustaka serta menggunakan teknk analisis kualitatif dengan model interaktif. Hasil 

penelitian pelaksanaan perjanjian KPR yang bermasalah harus dilakukan sesuai 

standar operasi prosedur yang ditetapkan dan melalui restrukturisasi utang melalui 

lelang agunan. Dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria diantaranya 

debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok atau bunga kredit, debitur memiliki 

itikad baik dan kooperatif dan memiliki prospek usaha yang baik diproyeksikan yang 

mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.24 

 Mukhlisha Dina Roski, “Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 

569 K/AG/2015 Tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa)”. Permasalahan 

penelitian, menganalisis duduk perkara putusan dan mengidentifikasi serta 

menganalisis relasi antara putusan MA dengan Fatwa Dsn Mui Nomor 17/DSN-

MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda Pembayaran. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan sumber data primer dan 

sekunder diteliti secara induktif dan deduktif, teknik pengumpulan data studi pustaka 

dan dokumentasi. Hasil penelitian dalam Islam nasabah yang menunda pembayaran 

akibat force majeure tidak boleh dikenakan denda, melainkan hanya yang menunda-

nunda dan tidak beritikad baik. Putusan MA memutus sendiri dan membatalkan 

putusan Pengadilan Agama Purbalingga dianggap telah salah dalam menerapkan 

                                                   
 24 Atina Wulandari, “Penyelesaian Kredit Bermasalah Dalam Perjanjian Kredit 

Kepemilikan Rumah (KPR) Pada PT. BTN (Persero) Cabang Surakarta,” Jurnal Repertorium, Vol. 

3:3 (Desember 2016), hlm. 35. 
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hukum. Kondisi force majeure ini tidak dipertimbangkan karena tergugat tidak dapat 

membuktikan dipersidangan, hanya saja dalam pertimbangan hukumnya majelis 

hakim tidak menyebutkan landasan hukum atas penolakan dengan jelas, majelis 

hakim juga tidak memperhitungkan cash collacteral yang di ambil oleh bank, 

sehingga prinsip keadilan kurang diperhatikan. Maka sesuai dengan Fatwa bukan 

kondisi force majeure.25  

 Dari  beberapa hasil telaah pustaka penelitian di atas beberapa terdapat 

kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan dari segi akad yaitu pada akad 

murābaḥah. Sedangkan pada judul, pokok masalah, tujuan, kerangkat teori, metode, 

jenis, sifat dan lokasi penelitian terdapat perbedaan. Fokus penelitian ini yaitu 

tentang asuransi pembiayaan kepemilikan rumah akibat bencana alam force majeure 

dalam akad murābaḥah bank Aceh syariah, dan lebih menekankan pada 

pertanggungjawaban risiko pada kerusakan rumah. 

E. Kerangka Teoritik 

 Untuk menjawab permasalahan tersebut dalam kerangka konseptual 

dibutuhkan kerangka teori, digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah 

masalah-masalah yang akan diteliti dalam penelitian. Dalam penelitian ini,  kerangka 

teori dibangun atas teori akad pada pembiayaan kepemilikan rumah. 

1. Akad Umum Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Syariah 

                                                   
 25 Mukhlisha Dina Roski, “Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 

K/AG/2015 Tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multijasa),” Tesis Universitas Islam Negeri Sunan 

Gunung Djati Bandung (2019), hlm. 1. 
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 Bentuk-bentuk akad yang telah dibahas para ulama dalam fiqih muamalah 

Islamiah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan, puluhan dan 

seterusnya. Sungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada beberapa jenis 

akad khusus sebagai pembiayaan dan investasi dalam perbankan syariah 

khususnya pada pembiayaan kepemilkan rumah, yaitu akad murābaḥah, akad 

musyārakah mutanāqiṣah (MMQ), akad Ijārah Muntahiya Bit Tamlīk dan akad 

Istiṣnāʻ.26 Namun akad yang paling umum digunakan hanya akad murābaḥah dan 

musyārakah mutanāqiṣah. Lebih mengerucut lagi akad yang paling khusus yang 

digunakan untuk pembiayaan kepemilikan rumah adalah akad murābaḥah. 

2. Akad Murābaḥah 

 Berdasarkan etimologi, asal mula perkataan murābaḥah didasari oleh kata 

rabh atau ribh diartikan mengandung makna “pertambahan atau kelebihan” 

dalam transaksi. Dalam pengertian lainnya ribh tersebut bisa didefinisikan “laba, 

untung, nilai tambah”.27 Dan secara terminologi, adanya kesepahaman tokoh 

dalam kajian terkait definisi akad murabahah.28  Menurut pendapat 

ulama yaitu kalangan Hanafiyyaħ, memberi pengertian bahwa murābaḥah 

merupakan ”Memindahkan atau mengalihkan hak milik yang diperoleh dari 

                                                   
 26 Ataul Haque, Reading in Islamic Banking, (Dhaka: Islamic Foundation, 1987), hlm. 

216. 

 27 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, Cet. Ke-4 

(Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 463. 

 28 Ensiklopedia Fiqh online, diakses dari www.fikihonline.com 
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transaksi yang awal dengan biaya awal diikuti nilai tambah imbalan margin 

untung”. kalangan Maliki menjelaskan pengertiannya adalah ”transaksi 

perdagangan dengan harga beli dan ditambah dengan tambahan yang di anggap 

sebagai keuntungannya dimana hal tersebut dibenarkan oleh orang yang 

bertransaksi”. Sedangkan disamping itu, kalangan Syafiiyyaħ memberi 

penjelasan murābaḥah yaitu ”transaksi yang digambarkan umpama biaya harga 

(pertama), maupun dengan yang bernilai sama dengan itu, diikuti adanya untung 

berdasarkan dari masing-masing porsinya”. Lanjutannya, ia memberi tanggapan, 

apabila suatu pihak memperlihatkan barang yang diinginkannya ke pihak lain 

diikuti dengan kalimat ”tolong usahakan atau carilah barang yang sama seperti 

yang ditunjukan untuk di serahkan padaku, dan akan kuberikan kelebihan untung 

seperti nominal ini”. Lalu pihak tersebut menindak lanjuti dengan berusaha 

mencarikan pesanan yang sesuai keinginan pihak tersebut dan mendapatkannya, 

lalu transaksi tersebut dibolehkan menjadi sah menurut imam syafii dengan 

menamai jenis jual bei tersebut (penerapan murabahah dengan didasarkan dari 

perjanjian dengan permintaan pesanan) atau biasa disebut istilah li alamir bi 

asysyira.29  

 Berdasarkan dari kacamata Perundang-undangan terkait pembahasan ini 

dijelaskan pada Perundang-undangan Nomor. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan 

                                                   
 29 M. Syafii Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 

hlm. 102. 
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Syariah, pada huruf D Pasal 19 Ayat 1, arti dari murabahah ialah “akad 

pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan 

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang 

disepakati”.30 Lebih disingkatkan, murabahah merupakan perjanjian transaksi 

baik penjualan maupun pembelian produk diikuti penjelasan biaya tambahan 

sebagai untung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya.31 

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 

diterangkan sebagaimana terkait pada akad murabahah yaitu melakukan 

penjualan berupa barang diikuti penegasan biaya saat memperolehnya 

disampaikan pada pihak yang ingin membeli sehingga yang membeli membayar 

dan atau mengganti dengan rincian biaya lebih merupakan margin.32 

 Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa diberi kesimpulan sebagaimana 

murabahah didasarkan pada jual beli dengan diiringi dengan kesepakatan dengan 

memberi lebih untung kepada pihak yang berjasa sebagai penyedia barang atau 

jasa, juga memperhitungkannya dari modal pertama penjual. Netralitas dan sifat 

jujur diutamakan sebagai syarat pertama berlangsungnya akad murabahah, dan 

                                                   
 30 Pasal 19 ayat (1). 

 31 Ibnu rusydi, Bidāyatul al-Mujtahid wa Nihāyatul Muqtaṣid, Cet. ke-2 (Beirut: dar al-

Kitāb al-ˈUlumiyah, 1988), hlm. 216. 

 32 Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Murabahah 

No.04/DSN-MUI/IV/2000. 
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menjadikan itu sebagai ciri khas karakter dari akad murabahah.33 

 Alasan akad murābaḥah sebagai akad yang paling dominan dalam 

pembiayaan kepemilikan rumah karena desain akadnya yang simpel mudah 

dimengerti, jumlah fixed margin keuntungan dan biaya yang harus dibayar sudah 

tetap, dan memiliki target pasar yang luas. 

3. Force Majeure 

 Force majeure merupakan suatu kondisi memaksa atau keadaan darurat, 

force majeure juga disebutkan sebagai keadaan kahar, kategori kedaan kahar 

adalah bencana alam gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin kencang, gunung 

meletus, kebakaran, sedangkan bencana non alam krisis, revolusi, perang, 

kerusuhan, pemberontakan, pemogokan, wabah penyakit.34 Penelitan ini 

membahas lebih kepada bencana alam gempa bumi yang menyebabkan 

kerusakan rumah 

4. Asuransi Terhadap Risiko Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank 

Syariah 

 Asuransi syariah secara etimologi dalam bahasa Arab disebut at-ta’min, 

penanggung disebut mu’ammin, sedangkan tertanggung disebut mu’amman lahu 

atau musta’min.35 at-ta’min memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, 

                                                   
 33 Moh. Rifa’i, Konsep Perbankan Syariah, (Semarang: CV. Wicaksana, 2002), hlm. 61. 

 34 Salim dkk, Perancang Kontak dan Memorandum of Understanding (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), hlm. 110. 

 35 Jubran Ma’ud, Ar-Ra’id, Mu’jam Lughawy ‘Ashry (Beirut: Dar Al-Islami Li Al 
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rasa aman, dan bebas dari rasa takut.36 Men-ta’min-kan sesuatu, artinya  

seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan, supaya dia atau ahli warisnya 

mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk 

mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan “seseorang 

mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumahnya atau 

kendaraannya.”37 Ada tujuan dalam Islam yang menjadi kebutuhan mendasar, 

yaitu al-kifayah berarti kecukupan dan al-amnu berarti keamanan. Islam 

mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya 

sendiri di masa mendatang maupun untuk keluarganya.38 Istilah lain yang sering 

digunakan untuk asuransi syariah adalah takaful yang berasal dari bahasa Arab 

takafala-yatakafulu yang secara etimologis berarti menanggung atau menjamin.39 

5. Teori Hukum Islam Tentang Asuransi 

a. Saddu Aż-Żari͞ ʽah 

Pada pengertian secara terminologi ushul fiqh, yang dimaksud dengan sadd 

żari͞ ʽah ialah, sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai kepada 

sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram maupun halal, 

                                                                                                                                                 
Malayin, t.t.), hlm. 30. 

 36 Salim Segaf al-Jufri, Ar-Riba wa Adhraruhu alal Mujtama’ Al-Islami (1980), hlm. 219. 

 37 Majma’ul Lughah al-Arabiah, Al-Mu’jam al-Wasit (Mesir, 1960), hlm. 27-28. 

 38 Abdul Baqi dan Muhammad Fuad, al-Lu’lu’ wa Marjan, hadits: 1053, hlm. 2. 

 39 Zainudin Ali, Hukum Asuransi Syariah (Jakarta: Grafika, 2008), hlm. 3. 
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yang terlarang atau yang dibenarkan, dan yang menuju kemaksiatan atau 

ketaatan. 

b. Al-Dhāmān/Al-Kāfalah 

Penjelasan tentang pembagian al-dhāmān atau al-kāfalah salah satunya yaitu 

al-dhāmān bi al-mal, adalah jaminan pembayaran barang atau pelunasan 

utang. Bentuk ini merupakan sarana yang paling luas bagi lembaga keuangan 

khususnya bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan 

ganti rugi atau pertanggungan risiko.40 Begitu juga sebaliknya bank berhak 

mendapatkan jaminan dari nasabah. Sehingga al-dhāmān atau al-kāfalah bisa 

menjadi hak dari masing-masing pihak bank atau nasabah, mengingat 

kembali arti al-dhāmān atau al-kāfalah adalah jaminan. 

F. Metode Penelitian 

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

studi kasus lapangan field research. Merupakan penelitian yang dilakukan 

dengan pengamatan secara langsung berdasarkan kenyataan pada bank Aceh 

syariah. 

2. Sifat Penelitian 

                                                   
 40 Muhammad Syafi’i Antonio, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah 

(Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 38.  
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Berdasarkan sifatnya, penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah 

deskriptif, yaitu memaparkan data-data yang ada secara rinci terkait 

permasalahan yang dibahas, dan menganalisis permasalahan tersebut 

menggunakan data-data yang telah ada sebelumnya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penyusun dalam tesis ini adalah pendekatan 

hukum Islam, yaitu mendekati masalah dengan yang diteliti dengan cara 

mengacu pada hukum Islam, seperti konsep asuransi dalam Islam, Fatwa 

Dewan Syariah Nasional. Dan merujuk pada sumber hukum Islam yaitu Al-

Qur’an, as-Sunnah, al-Hadist. Dengan demikian pendekatan ini dirasa sesuai 

untuk dapat mengetahui bagaimana penerapan pada akad. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Yaitu dengan menggunakan sistem tanya jawab, sebagai penanya atau 

pewawancara memberikan pertanyaan kepada subjek narasumber 

penelitian secara langsung, jawaban tersebut di catat atau direkam.41 

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yaitu pihak bank 

terkait dan para nasabah bank Aceh syariah dan bank syariah BUMN. Isi 

dari wawancara tersebut mengetahui bagaimana mekanisme dan 

                                                   
 41 Susiadi, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), hlm. 

91. 
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permasalahan yang terjadi terkait praktik asuransi pembiayaan 

kepemilikan rumah. 

b. Observasi 

Proses dilakukan untuk memaparkan suatu gambaran yang bersifat 

realistis terkait perilaku atau peristiwa untuk menjawab suatu pertanyaan 

dan membantu memahami perilaku untuk menjawab suatu pertanyaan dan 

membantu memahami perilaku informan narasumber atau responden.42 

dengan teknik mengamati dan mendalami serta memahami bank Aceh 

syariah dalam menjalankan akad pembiayaan kepemilikan rumah. 

5. Analisis data 

Setelah data-data terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah analisis data, 

dalam penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu sebuah 

penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat 

umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi 

kesimpulan. 

G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan menggambarkan alur pemikiran dari awal hingga 

kesimpulan akhir terdiri dari lima bab, sistematika pembahasan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                   
 42 Muh. Fitra, Luthfiyah, Metodelogi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas 

dan Studi Kasus (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm. 73. 
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 Bab satu, berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan 

sebagai pengantar, terdiri atas latar belakang masalah yang menguraikan alasan dan 

motivasi penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok masalah sebagai inti dari 

penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian untuk kepentingan penelitian, telaah 

pustaka untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dengan karya ilmiah 

sebelumnya, kerangka teoritik berisi tentang kerangka konseptual digunakan dalam 

membedah masalah-masalah yang diteliti, metode penelitian yang menjelaskan cara 

atau langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian, dan sebagai penutup pada 

bab satu ini diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk mengetahui arah 

penulisan. 

 Bab dua, berisi tentang landasan teori mengenai asuransi, akad pembiayaan 

kepemilikan rumah, dan force majeure. Meliputi defenisi, dasar hukum, bentuk-

bentuk, praktiknya di bank syariah sesuai ketentuan  dalam perspektif Islam, dan 

konsep asuransi jaminan penanggungan resiko. Tujuannya mendeskripsikan teori-

teori yang nantinya dipakai sebagai bahan analisis terhadap data-data yang 

ditemukan. 

 Bab tiga, berisi tentang data gambaran umum tentang kondisi objek 

penelitian PT. bank Aceh syariah, terkait sejarah singkat, pembiayaan, dan asuransi 

yang diberikan, beserta praktik yang diterapkan pada  akad pembiayaan kepemilikan 

rumah. 
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 Bab empat, bab ini merupakan inti penelitian yang berisi implementasi 

terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori. Dalam bab ini berisi 

tentang pembahasan/analisis, sehingga menjawab rumusan masalah.  

 Bab lima, berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan yang 

merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diajukan dan saran-saran yang 

berkaitan dengan pembahasan, yang diharapkan dari penelitian dapat menjadi 

perbaikan untuk karya ilmiah selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Aceh syariah hanya memberikan asuransi 

jiwa dan kebakaran yang mana bebannya ditanggung oleh bank, hal tersebut sudah 

menjadi ketentuan bank Aceh syariah. Apabila ingin opsi asuransi terkait gempa 

bumi atau bencana lainnya (force majeure) nasabah dapat menambahkan secara 

mandiri dengan menambahkan juga jumlah nominal sesuai kesepakatan dengan 

perusahaan asuransi, yang akan dibantu pihak bank. Mengingat bank Aceh syariah 

merupakan Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) yang modalnya berbeda dengan bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang cakupannya dapat memfasilitasi banyak opsi-opsi yang ditawarkan. Pada 

muamalah Islam, jaminan dan asuransi dibolehkan untuk menghindari risiko, yang 

dikaji dalam pembahasan saddu aż-żari͞ ʽah (sesuatu yang merupakan media dan jalan 

untuk sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara’, baik yang haram 

maupun halal, yang terlarang atau yang dibenarkan, dan yang menuju kemaksiatan 

atau ketaatan) dan al-dhāmān atau al-kāfalah (jaminan), bentuk ini merupakan 

sarana yang paling luas bagi lembaga keuangan khususnya bank untuk memberikan 

jaminan kepada para nasabahnya dengan ganti rugi atau pertanggungan risiko. Begitu 

juga sebaliknya, bank berhak mendapatkan jaminan dari nasabah. Sehingga al-

dhāmān atau al-kāfalah bisa menjadi hak dari masing-masing pihak 
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bank atau nasabah, mengingat kembali arti al-dhāmān atau al-kāfalah adalah 

jaminan. 

B. Saran-saran 

 Demi berkembangnya bank Aceh syariah dalam memberikan pembiayaan 

kepemilkan rumah khususnya asuransi yang ditawarkan agar lebih memperhatikan 

risiko yang paling rentan dalam hal ini terkait risiko geografis, mengingat rawannya 

kerusakan rumah atau bangunan yang terjadi di Aceh. Karena  Aceh merupakan 

daerah yang masuk dalam wilayah di Indonesia yang rawan gempa bumi. Seharusnya 

bank Aceh syariah juga memberikan prioritas fitur asuransi kerusakan akibat 

bencana lainnya seperti gempa bumi (force majeure), karena hal tersebut dianggap 

sesuatu yang urgen di Aceh.Supaya antara pihak yang berakad sama-sama merasakan 

keadilan dan win-win solution. Musyawarah di awal akad sangat penting 

dirumuskan, mengingat isi perjanjian tidak ada yang baku melainkan hasil dari 

kesepakatan bersama yang tentunya terhindar dari larangan-larangan Islam. Kepada 

nasabah dan bank agar memperhatikan hal-hal yang urgen, sekalipun harus 

menambah biaya demi kenyamanan dan menghindari konflik. 

 Upaya pengembangan di internal bank sendiri harus berkelanjutan, terkait 

supaya fitur-fitur atau modal bank agar lebih baik perlu dilakukan Bank Aceh 

syariah. Seperti dapat mencontoh bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang juga beroperasi di daerah Aceh yang menerapkan asuransi terhadap 

kerusakan rumah, akibat bencana apa saja yang bukan karena kesengajaan atau 

kelalaian nasabah, apabila tingkat kerusakan 75% rumah akan dibangun kembali, 
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tanpa harus melakukan rescheduling (pembuatan jadwal kembali), reconditioning 

(pembuatan persyaratan kembali), restructuring (pembuatan penataan kembali) atau 

liquidation (likuidasi barang jaminan). 
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